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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 
ini dapat terselesaikan dengan baik. 

 
Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 

Sulawesi Tengah Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan Dan Keuangan sebagaimana dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah. 

 
Penyusunan Dokumen ini merupakan pedoman Perencanaan perangkat daerah Dinas 

Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun 
berpedoman kepada Renstra dan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi 
Tengah dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi dan misi Gubernur Dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Tengah yang tertuang Ranwal RPJMD Sulawesi Tengah tahun 2025-2029. 

 
Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Ranwal Renja tersebut sangat diharapkan, 
sehingga terjadi peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada 
semua pihak yang membantu penyusunan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 
Sulawesi Tengah Tahun 2026 ini kami ucapkan terima kasih. 

 
 
 
 

Palu,  30 September  2025 
Plt. Kepala Dinas Perkebunan  dan Peternakan 

Provinsi Sulawesi Tengah 
 

 
 
  
 
 

Dr. ROHANI MASTURA,. M.Si 
PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 19661107 198603 2 004 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 
 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara 

Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan 

sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan. 

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan 

masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat 

Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana 

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang yang memuat kondisi 

pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana 

pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.  

 

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Manajerial strategis yang memuat 

Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan, 

yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi.  Oleh karena itu, dokumen ini merupakan 
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acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan 

Provinsi Sulawesi Tengah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan 

Perkebunan dan Peternakan tahun 2026 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan 

sinergi, baik di dalam maupun antar sektor terkait. 

Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan di daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Manajerial 

strategis yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan 

Perkebunan dan Peternakan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi.  Oleh karena 

itu, dokumen ini merupakan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan Dinas 

Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan Perkebunan dan Peternakan tahun 2026 secara 

menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. 

 

1.2  Landasan Hukum 
 

1. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya 

2. Landasan Operasional     : 

1) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang 
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Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

4) Undang – undang nomor 39  Tahun 2014 tentang Perkebunan; 

5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  

                    Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2005 tentang   Rencana Pembangunan; 

1) Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Nasional; 

2) Peraturan Pemerintah  RI No. 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi  

Penyelenggaraan  Pemeritahan Daerah; 

3) Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 

4) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2005 tentang   Rencana 

Pembangunan; 

5) Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Nasional; 

6) Peraturan Pemerintah  RI No. 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi  

Penyelenggaraan  Pemeritahan Daerah; 

7) Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

9) Intruksi Presiden  RI  No. 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja  

Instansi Pemerintah; 

10  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 
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10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 

tentang Pedoman Pengembangan Wilayah Terpadu;  

11) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 46/Kpts/PD. 300/1/2015 

tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional; 

 

1) Peraturan Menteri Pertanian No. 56 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengembangan Kawasan Pertanian; 

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah  Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

3)      Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018   

tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi 

Petani; 

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

6) Peraturan Menteri Pertanian No. 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tahun 

2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Pertanian Tahun 2020 – 

2024; 

7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 – 2850  tahun 

2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
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Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

8) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 

2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 

Nomor 51); 

9) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Susunan Perangkat Daerah Provisi (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2016 Nomor 88, tambahan lembar daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah nomor 74). 

10) Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menegah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 

(Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126; 

11) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 

1) . Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 57 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 
 

Maksud penyusunan  Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2026 adalah : 

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan Dinas 

Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026. 

2. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dalam pemilihan program dan kegiatan 

prioritas Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. 

3. Sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan strategi pembangunan sub sektor 

perkebunan dan peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah. 
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Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 

Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah : 

1. Menjamin tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah periode 2025 - 2029 di 

Sektor Pertanian Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan. 

2. Menyusun arah kebijakan, strategi, sasaran, indikator sasaran, program prioritas 

serta kebutuhan pendanaan tahun 2026.  

3. Mewujudkan koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan subsektor 

perkebunan dan peternakan di Sulawesi Tengah yang holistik, terintegrasi dengan 

sektor lain guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah, pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

4. Memantapkan perencanaan pembangunan perkebunan dan peternakan yang 

terpadu, integrated dan berorientasi pada peningkatan produksi dan produktifitas 

melalui penetapaan program dan kegiatan sesuai skala prioritas. 

5. Mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang timbul selama dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan, dukungan fiskal, kemampuan sumberdaya 

dan kesiapan kelembagaan teknis di lapangan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 
 

Sistematika penulisan Dokumen Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 ini mengacu pada Permendagri Nomor 

86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I.  Pendahuluan 

 1.1. Latar Belakang 

 1.2. Landasan Hukum 

 1.3. Maksud dan Tujuan 

 1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II.   Hasil Evaluasi Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan  

   Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian  
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   Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi  

   Sulawesi Tengah 

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan  

   Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah 

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  

   Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi  

   Tengah 

 2.4.  Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

 2.5.  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 

BAB III.  Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

 3.1.   Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

 3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan  

  Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah 

 3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan  

  Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah 

BAB IV.  Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan 

  Provinsi Sulawesi Tengah 

 4.1  Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi 

BAB V.  Penutup  
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BAB II 
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERKEBUNAN DAN 

PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 dan Capaian Renstra Dinas   
       Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah 
 
 Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD 

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah 

disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah 

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-

tahun sebelumnya, adapun hasil evaluasi tersebut serta perkiraan realisasi capaian Target 

pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut  
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Tabel 2.1 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 

dan Pencapaian Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah 
s/d Tahun 2024  
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Pada tahun 2024, secara umum Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 

Sulawesi Tengah telah dapat memenuhi target program dan kegiatan yang telah 

ditetapkan, sedangkan untuk pencapaian target Tahun 2026 juga diproyeksikan akan 

memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja program dan kegiatan tersebut, 

diindikasikan akan berdampak positif terhadap pencapaian target Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025 – 

2029 

2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan  
        Provinsi Sulawesi Tengah 

 

pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi 

Tengah dapat dianalisis melalui tingkat capaian kinerja berdasarkan 

sasaran dan target Renstra 2021 - 2026. Namun, sesuai amanat 

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, bahwa 

penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi 

tanggung jawab perangkat daerah disajikan dalam kurun waktu 5 

tahun terakhir, yaitu tahun 2020 – 2024. 

          Hal tersebut mengakibatkan terdapat beberapa indikator yang 

tidak bisa diperbandingkan secara tahunan karena tidak menjadi 

indikator pada tahun – tahun tertentu. seperti pada tahun 2020 yang 

masih berdasarkan pada Renstra 2026 – 2021, sehingga hanya indikator 

populasi ternak dan produktivitas komoditi unggulan perkebunan yang 

memiliki target. Sedangkan untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi 

hanya menjadi indikator pada tahun 2023, karena indikator tersebut 
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ditambahkan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan 

Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, sehingga tidak 

memiliki data pembanding pada tahun sebelumnya dan tidak memiliki 

data target pada tahun 2024 . Data pencapaian kinerja pelayanan Dinas 

Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 

2024 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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                                                                                                        Tabel 2.2 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sumber : Renstra Disbunnak 2025-2029. 
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Dari Tabel diatas dapat dianalisa sebagai berikut:  

            Berdasarkan data pada Tabel 2.5 dapat dilihat bahwa indikator kinerja pelayanan 

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kontribusi Sub Sektor 

Perkebunan dan Peternakan terhadap PDRB; NTP Sektor Perkebunan dan Peternakan; 

Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan; Populasi Ternak Sapi; Cakupan Bina 

Kelompok Tani Perkebunan Peternakan, dan Indeks Reformasi Birokrasi. Secara 

keseluruhan, capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi 

Tengah dapat dikategorikan baik, sebagaimana ditunjukkan oleh rasio capaian kinerja rata 

– rata dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yang konsisten melampaui >93%, sedangkan 

khusus untuk tahun 2020 mencapai 82,35% karena perbedaan sasaran pada Renstra 2016 

– 2021 dan Renstra 2021 – 2026. Dimana berdasarkan data dalam LKjIP (Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2020, capaian kinerja rata – rata Dinas Perkebunan 

dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah berhasil mencapai nilai 117,43% berdasarkan 

indikator pada Renstra 2021 - 2026 . Adapun analisis capaian kinerja pelayanan Dinas 

Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tiap indikator kinerja, 

sebagai berikut:  

1. Indikator Kontribusi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan terhadap PDRB 

menunjukkan tren realisasi capaian yang cenderung menurun pada tahun 2020 – 

2023 untuk sub sektor perkebunan, kemudian mulai menunjukkan peningkatan 

pada tahun 2024. Sedangkan untuk kontribusi sub sektor peternakan terhadap 

PDRB cenderung menurun pada tahun 2020 – 2022, kemudian menunjukkan 

peningkatan pada tahun 2023 – 2024. Berdasarkan Berita Resmi Statistik oleh 

BPS yang dirilis pada 5 Februari 2025, dengan judul Pertumbuhan Ekonomi 

Sulawesi Tengah Triwulan IV-2025 bahwa Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 



36 
 

2024 mengalami pertumbuhan, termasuk pada lapangan usaha Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan. Dimana struktur perekonomian Sulawesi Tengah 

menunjukkan bahwa Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap 

menjadi salah satu lapangan usaha utama yang menopang perekonomian Sulawesi 

Tengah, yaitu menempati posisi kedua setelah Industri Pengolahan. Pada tahun 

2024, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebesar 

15,80% terhadap total PDRB Sulawesi Tengah. Dari kontribusi tersebut, sub 

sektor perkebunan dan peternakan memberikan andil 8,53%, hal ini menegaskan 

bahwa sub sektor perkebunan dan peternakan memiliki peranan yang signifikan 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mencerminkan 

pentingnya penguatan kebijakan pengembangan sub sektor perkebunan dan 

peternakan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi 

Tengah.  

2. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan 

menunjukkan tren realisasi yang konsisten meningkat dalam 5 tahun terakhir, hal 

tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas 

Perkebunan dan Peternakan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan 

kesejahteraan petani di Sulawesi Tengah. NTP Sub Sektor Perkebunan telah 

berhasil mencapai nilai >100 sejak tahun 2021, dan NTP Sub Sektor Peternakan 

sejak tahun 2022 yang berarti bahwa daya beli petani tanaman perkebunan dan 

peternakan telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang disebabkan 

oleh indeks harga yang diterima petani (penjualan hasil produksi) memiliki 

kenaikan yang lebih cepat dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani 

(keperluan produksi dan konsumsi rumah tangga).  



37 
 

3. Indikator Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan selama periode 2021 – 

2024 secara rata – rata menunjukkan rasio capaian yang sangat tinggi (>95%) 

yang mencerminkan tingkat realisasi kinerja yang sangat baik dan konsisten 

terhadap target yang telah ditetapkan. Capaian ini sekaligus mengindikasikan 

bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan 

Peternakan telah memberikan dampak positif yang nyata terhadap petani di 

Sulawesi Tengah. Meskipun secara umum produktivitas komoditi unggulan 

perkebunan pada tahun 2024 (data angka tetap tahun 2023) cenderung menurun 

dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya yang disebabkan oleh perbedaan 

data produktivitas perkebunan setelah Sensus Pertanian 2023 (ST2023) karena 

adanya koreksi luas areal dan produksi secara nasional. Peningkatan produktivitas 

komoditi unggulan Sulawesi Tengah hanya terjadi pada komoditi cengkeh. 

Sebelum ST2023, luas areal perkebunan banyak mengandalkan proyeksi tahunan 

dari laporan administratif dinas perkebunan atau perkiraan berbasis survei sampel 

secara nasional, yang bisa menyebabkan overestimasi (laporan lebih besar dari 

kenyataan) atau underestimasi (luas/produksi tidak terlaporkan). Setelah ST2023, 

dengan pencacahan lengkap, BPS menemukan koreksi signifikan pada beberapa 

komoditas, sehingga data produktivitas komoditi unggulan perkebunan secara 

nasional terkoreksi mengikuti ST2023, termasuk data produktivitas komoditi 

unggulan perkebunan Sulawesi Tengah.  

4. Indikator Kinerja Populasi Ternak menunjukkan rasio capaian >92% sepanjang 

tahun 2020 – 2023, namun pada tahun 2024 capaian Populasi Ternak sapi di 

Sulawesi Tengah hanya mencapai 37,92% atau sebanyak 207.356 ekor (data 

angka tetap tahun 2023). Hal ini disebabkan oleh perbedaan metode perhitungan 
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populasi ternak menurut BPS dan Kementerian Pertanian (Kementan). Angka 

populasi sapi potong yang lebih tinggi oleh Kementan (sebelum ST2023) 

didasarkan pada estimasi/perhitungan administratif/proyeksi, dan belum dikoreksi 

oleh hasil pencacahan sensus. Sebaliknya, angka BPS setelah ST2023 

menunjukkan koreksi signifikan ke bawah. Perbedaan ini mencerminkan efek dari 

metode verifikasi dan pencacahan yang dilakukan oleh BPS dalam sensus: stok, 

pemotongan, kematian, dan faktor lainnya diperhitungkan nyata sehingga data 

yang tercatat lebih akurat tapi bisa jauh berbeda dari estimasi sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh Kementan. Dalam publikasi Outlook Komoditas Daging Sapi 

2023 (Pusat Data & Sistem Informasi Pertanian, Kementan) disebutkan bahwa 

populasi sapi potong nasional selama periode lima tahun terakhir (2018-2022) 

adalah sekitar 17,61 juta ekor (data angka tetap tahun 2022). Namun untuk tahun 

2023, Kementan/Outlook mengakui bahwa populasi sapi potong nasional 

terkoreksi (menurun) mengikuti hasil Sensus Pertanian BPS, termasuk data 

populasi ternak di Sulawesi Tengah. Sehingga ke depannya, data populasi ternak 

setelah ST2023 akan konsisten antara BPS dan Kementan, yaitu menggunakan 

angka sensus yang diverifikasi.  

5. Indikator Capaian Bina Kelompok Tani Perkebunan dan Peternakan menunjukkan 

rasio capaian >104% secara rata – rata sepanjang tahun 2020 – 2024. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan pada kelompok tani telah berhasil 

melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Peningkatan cakupan bina 

kelompok perkebunan dan peternakan diharapkan memberikan dampak positif 

pada peningkatan kapasitas kelompok tani, sehingga berkontribusi terhadap 
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peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan sektor 

perkebunan dan peternakan.  

6. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) menunjukkan rasio capaian yang baik 

pada tahun 2023 yaitu 91,67% dari target, dengan nilai 58,67 (kategori CC). 

Kemudian pada tahun 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi 

Tengah melakukan berbagai perbaikan dalam pelaksanaan RB dan pelayanan 

publik, sehingga berhasil naik ke kategori B dengan nilai 69,20. Meskipun Indeks 

RB hanya menjadi indikator kinerja pada tahun 2023, namun Dinas Perkebunan 

dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki komitmen yang tinggi dalam 

meningkatkan Indeks RB yang akan menunjukkan tingkat keberhasilan dan 

efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi tiap tahunnya. Karena Indeks RB yang 

tinggi menandakan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang 

lebih efektif, dan birokrasi yang lebih bersih serta responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. Gambaran kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan 

Provinsi Sulawesi Tengah juga dapat dilihat dari pengelolaan pendanaan 

pelayanan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Adapun alokasi dan realisasi 

APBD pada periode 2020 – 2024 dapat diuraikan dalam tabel berikut : 
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Tabel 2.3 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan 

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah 
Tahun 2020 - 2024 

 



41 

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan 
Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah  

          penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas perkebunan dan peternakan provinsi 

sulawesi tengah pada tahun 2026 yaitu sebagai berikut :   

1.   Penataan kembali (rearrange) tugas dan fungsi struktur organisasi pada 

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah 

2.  Penajaman penganggaran program dan kegiatan dengan skala prioritas 

dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas 

Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah  

3.  Pengoptimalan peran penyuluh Perkebunan dan Peternakan dalam 

penentuan dan pendampingan kelompok penerima bantuan 

4.  Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi intensif terhadap anggaran yang 

bersumber dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD 

Berdasarkan tugas dan fungsinya dalam pencapaian target yang ditetapkan pada 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2025 - 2029, masih terdapat permasalahan spesifik yang menghambat pencapaian 

kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai berikut : 
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2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 
 

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang 

disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka serta perencanaan dan penganggaran 

terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan urusan wajib yang mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan 

masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (OPD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas 

pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. 

Dokumen RKPD ini merupakan sub sistem penting sebagai input dalam 

penyusunan program dan penganggaran OPD.  Dokumen RKPD ini merupakan dokumen 

publik, sehingga melibatkan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana 

program dan kegiatan menjadi pengaruh utama (mainstreaming) dalam proses 

penyusunan dokumen ini.  Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini dapat 

diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, 

pengawasan,pengendalian dan evaluasi.  

 Pagu indikatif pada RKPD disusun berdasarkan pagu pada RPJMD Provinsi 

Sulawesi Tengah yang merupakan proyeksi atau perkiraan selama 5 tahun, namun pada 

dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 pagu indikatif untuk Dinas Perkebunan 

dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah adalah senilai Rp. 101.780.135.960,-  

 



Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 
Provinsi Sulawesi Tengah 

 

46 
 

 



 

46 
 

 



 

47 
 

 



 

48 
 

 



 

49 
 

 



 

50 
 

 



 

51 
 

 



 

52 
 

 



 

53 
 

 



 

54 
 

 



 

55 
 

 

 

 



56 
 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 
 

 Usulan Program/Kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 

Sulawesi Tengah selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) 

juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan, dalam hal ini Pokok-Pokok Pikiran 

Anggota DPRD (politis). Selain itu juga ada usulan dari Dinas yang membidangi urusan 

perkebunan dan urusan peternakan di Kabupaten/Kota yang disampaikan dalam Lintas 

Forum OPD yang masuk untuk Renja 2026 yang telah terinput dalam Sistem Informasi 

Perangkat Daerah (SIPD) Provinsi Sulawesi Tengah dapat terlihat pada tabel berikut

 

 



Tabel 2.5 
Usulan Program dan Kegiatan Forum Organisasi Daerha Tahun 2026 

Provinsi Sulawesi Tengah 
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BAB III 
TUJUAN DAN SASARAN 

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Visi Kementerian Pertanian, Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi 

Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 

2045 Dalam pencapaian visi tersebut, ditetapkan misi Kementerian yaitu : 

1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani 

2. Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian 

3. Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia 

4. Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia 

5. Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang 

Berdampak Langsung kepada Masyarakat 

 

Secara umum, Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini bermakna bahwa 

pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam 

mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan zaman. Selain itu, pembangunan 

pertanian juga harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat 

Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia 

Emas tahun 2045. Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 disusun dalam 

mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 serta memastikan kontribusi 

dalam pelaksanaan Asta Cita Presiden. 
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3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi 

Tengah 

 Tujuan yang hendak dicapai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi 

Tengah pada tahun 2026 adalah: 

1. Kontribusi Subsektor Perkebunan dan Peternakan Terhadap PDRB 

(ADHB), yang mengukur peran subsektor perkebunan dan peternakan 

terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.  

2. Indeks Ekonomi Hijau, yang menekankan pentingnya pembangunan 

subsektor perkebunan dan peternakan yang berwawasan lingkungan.  

 

           Berdasarkan tujuan yang ada, maka sasaran yang akan dicapai  adalah : 

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan dan Peternak, yang diukur 

melalui indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Perkebunan dan NTP 

Peternakan.  

2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan, yang diukur 

melalui indikator Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan. 

         Adapun indikator serta target dari tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut 

: 
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3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi 

Tengah 

 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan 

dan Susunan Organisasi Daerah menetapkan Dinas Perkebunan dan Peternakan yang 

merupakan penggabungan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2018, 

berdasarkan Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Unit 

Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis Badan dan cabang Dinas, UPT Penyuluhan 

Perkebunan dan Peternakan diganti menjadi UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan 

sehingga Program Pengembangan SDM Perkebunan dan Peternakan serta Kelembagaan 

Penyuluhan hilang pada Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2018 

dan Tahun 2019. 

Melalui peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan 

Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 yang mengatur tentang kedudukan dan susunan 

organisasi daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan, maka ditetapkan perubahan yaitu : 

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi seksi 

kesehatan hewan; seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; seksi kesehatan 

masyarakat veteriner, Bidang Peternakan dan Penyuluhan membawahi : Seksi Produksi 

dan Pembibitan Ternak; Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan serta Seksi Penyuluhan.  

Kepmendagri no 900.1.15.5-3406  mulai digunakan pada Tahun 2024 hal ini 

didasarkan bahwa program dan kegiatan saat ini belum mengacu pada UU nomor 23 

tahun 2014 yang mengatur tentang kewenangan, pembagian kewenangan pusat, provinsi 

dan kewenangan kabupaten sehingga masih banyak kegiatan yang tumpang tindih, 

beragamnya Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur program, kegiatan, Organsisasi, 

dan Akun yang digunakan pemerintah daerah juga mendasari Permendagri 90 tahun 2019 

tentang klasifikasi, kodefikasi dan dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan 

keuangan daerah digunakan untuk mendukung system informasi Pemerintah Daerah, 

tetapi pada Pertengahan Agustus terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah yang memperbarui Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2023 

sehingga Dinas Perkebunan dan Peternakan menyusun pemetaan program, kegiatan dan 
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sub kegiatan tahun 2026 sebagai berikut : terdapat 6 program (1 program rutin dan 5 

program teknis) dengan 20 kegiatan (9 kegiatan rutin dan 11 kegiatan teknis) serta 48 sub 

kegiatan (27 Sub Kegiatan rutin dan 21 sub kegiatan teknis), Adapun rincian program, 

kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 

  

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b.  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

c. Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral 

d. Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

a.  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

b.  Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

c.  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

d.  Pelaksanaan penatausahaan dan    pengujian/verifikasi keuangan 

SKPD 

e. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan 

3.  Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 

pada SKPD 

b. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD 

c. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada 

SKPD 

d. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 

                   4. Kegiatan Administrasi  Pendapatan Daerah    Kewenangan Perangkat 

daerah 

                        a.  Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 

  

5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
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a. Pendataan pengelolaan administrasi kepegawaian 

b. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai 

c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 

6.  Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik 

pada SKPD 

b. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

8.  Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

 

 

     2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 

1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 

a.  Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, 

dan Sarana Pendukung Pertanian 

2. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih 

Tanaman 
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a. Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan 

b. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 

c. Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata 

Tumbuh 

d. Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang 

3. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran 

Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan 

Kewenangan Provinsi 

a. Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih / Bibit Ternak dan 

Hijauan Pakan Ternak 

4. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih / Bibit Ternak 

dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan 

Provinsi 

a. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih 

/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta 

Pakan Kewenangan Provinsi 

b. Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak 

dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan 

Kewenangan Provinsi 

3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

1. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian 

a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung 

Pertanian Lainnya 

b. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil 

Perkebunan 

c. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan 

d. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian 

4.  Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan 

Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten / 

Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 
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a. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis Dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan 

Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 

a.  Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan 

dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di 

Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM 

b. Pengawasan Peredaran Produk Hewan 

3. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona / 

Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 

a.  Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona / Kompartemen 

Bebas Penyakit 

4. Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 

a.  Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan 

5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

Provinsi 

a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 

b. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha 

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 

c. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, 

Hortikultura, Dan Perkebunan 

6.  Program Penyuluhan Pertanian 

1. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 

a. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani  
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  

PROVINSI SULAWESI TENGAH 
 

Rencana kerja (Renja) dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta 

pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis 

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung prioritas 

pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan 

pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. 

 

4.1  Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi 

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2026 dan pencapaian Misi 

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2025 - 2029, maka 

dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan yaitu secara 

langsung mendukung Misi ke-2 Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui 

peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi 

kerakyatan yang berkeadilan., yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari mengacu pada RPJMD 

yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, 

baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. Sehingga program prioritas Dinas Perkebunan dan 

Peternakan Provinsi Sulawesi bisa terwujud. 

        Rencana program dan kegiatan secara keseluruhan Dinas Perkebunan dan 

Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 ini dapat terlihat pada tabel 2.6 berikut: 

 



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 
PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / SUB KEGIATAN 
(OUTPUT)

KODE LOKASI

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA

 KEBUTUHAN DANA / PAGU 
INDIKATIF (Rp) 

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA

 KEBUTUHAN DANA / PAGU 
INDIKATIF (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
105.375.488.301,00                             

DINAS + UPT 105.375.488.314,42                   90.272.531.241,96
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 95.505.834.361,67                     82.587.976.647,85

3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) 77 40.590.154.630 Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) 81 39.830.394.569,03                               

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) 87 398.965.562,55 Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) 88 310.636.285,85

Persentase capaian IKU Perangkat Daerah (Persen) 98 Persentase capaian IKU Perangkat Daerah (Persen) 98

Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah (Nilai) 13,79 Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah (Nilai) 14,96

3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen) 14 198.392.624,43                          Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen) 14
154.469.342,16

3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 34 116.753.520,14 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 34 90.904.787,94

3.27.01.1.01.0008  Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik
 Sektoral Daerah

Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup 
Perangkat Daerah

5 41.909.708,99 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa 
Lingkup Perangkat Daerah

5 32.631.077,88                                      

3.27.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 41.909.708,89 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah

1 32.631.077,88

Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (THLP) BPK dan APIP (persen) 100% 30.567.173.951,93 Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (THLP) BPK dan APIP (persen) 100% 32.026.459.134,08

Persentase capaian realisasi APBD Perangkat Daerah (Persen) 96% Persentase capaian realisasi APBD Perangkat Daerah (Persen) 96%

3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan) 271 30.312.661.836,03 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan) 271 31.828.294.916,89

3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 4 181.801.022,71                          Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 4 141.551.050,42

3.27.01.1.02.0003
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 10 24.237.031,06 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 
(Dokumen)

10 18.871.055,59

3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)

1 24.237.031,06 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)

1 18.871.055,59

3.27.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 1 24.237.031,06 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 
(Dokumen)

1 18.871.055,59

3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang sesuai 
ketentuan (Persen)

100%
209.398.643,79

Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang sesuai 
ketentuan (Persen)

100% 163.038.675,71

3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 56.584.156,82 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 44.056.665,44

3.27.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah pada 
SKPD (Laporan)

4 56.584.156,82 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah 
pada SKPD (Laporan)

4 44.056.665,44

3.27.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 
(Laporan)

4 56.584.156,82 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 
SKPD (Laporan)

4 44.056.665,44

3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 4 39.646.173,34 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 4 30.868.679,38

3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase dokumen administrasi pendapatan pada perangkat daerah yang sesuai ketentuan 
(Persen)

100% 16.937.983,48 Persentase dokumen administrasi pendapatan pada perangkat daerah yang sesuai 
ketentuan (Persen)

100 13.187.986,06

3.27.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah (laporan) 4 15.000.000,00 Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah (laporan) 4 13.187.986,06                                      

3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah (Indeks)

80
206.747.905,84 Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah (Indeks)

85 160.974.799,85                                    

Indeks reformasi hukum perangkat daerah (Indeks)
50

Indeks reformasi hukum perangkat daerah (Indeks)
60

3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 1 65.622.038,96 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 1 51.093.598,97                                      

3.27.01.1.05.0005 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1 65.622.038,96 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1 51.093.598,97                                      

3.27.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan(Orang)

100 75.503.827,91 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan(Orang)

100 58.787.601,92                                      

Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai) 55,71 267.352.180,12 Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai) 65,71 208.161.545,86                                    

Nilai Kualitas pengelolaan kearsipan digital perangkat daerah (Nilai) 42 Nilai Kualitas pengelolaan kearsipan digital perangkat daerah (Nilai) 43

Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI (Nilai) 40 Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI (Nilai) 60

Persentase hasil tindaklanjut laporan pengaduan melalui SP4N lapor (Persen) 100 Persentase hasil tindaklanjut laporan pengaduan melalui SP4N lapor (Persen) 100

3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 3
205.125.755,16

Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 3 159.711.786,42                                    

3.27.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1 18.175.867,77
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1 14.151.808,00

3.27.01.1.06.0011
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 
SKPD (Dokumen)

1

44.050.557,18

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
pada SKPD (Dokumen)

1 34.297.951,00

3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai) 73
91.286.769,87

Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai) 75 77.173.557,00                                      

3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 12.242.774,46 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 10.350.004,00                                      

RENCANA TAHUN 2026 RENCANA TAHUN 2027

3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3 27 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3.27.01.1.06
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3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 
(Unit)

3 79.043.995,41 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
Disediakan (Unit)

3 66.823.553,00                                      

Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai) 75 7.484.820.887,32 Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai) 75 5.827.713.414,38                                 
Nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada aplikasi SKM terintegrasi (Nilai) 86 Nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada aplikasi SKM terintegrasi (Nilai) 90

3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan) 4 7.484.820.887,32 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan) 4 5.827.713.414,38                                 

3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen) 100% 1.347.470.744,62 Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen) 100% 1.049.146.459,50
3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya

214 869.153.606,67 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan Pajaknya

214 676.726.699,14

3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit) 75 19.535.140,95 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit) 82 15.210.143,93                                      

3.27.01.1.09.0010  Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
dipelihara/direhabilitasi (Unit)

5 458.781.997,01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
dipelihara/direhabilitasi (Unit)

5 357.209.616,44                                    

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Populasi Ternak (Ekor) 17.881.796.095,05 Populasi Ternak (Ekor) 13.922.842.583,03
Sapi 240.002 Sapi 248.408             
Kambing 131.931 Kambing 149.082             
Babi 132.243 Babi 132.904             
Unggas 13.951.960 Unggas 14.498.324        
Produksi Daging dan Telur (Kg) Produksi Daging dan Telur (Kg)
Sapi 4.230.421 Sapi 4.315.030
Kambing 690.754 Kambing 704.569
Babi 2.118.426 Babi 2.160.795
Unggas 15.737.991 Unggas 16.052.751
Telur 24.840.531 Telur 25.088.936

Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia dam diprodujsi (ekor) 14.041.433 17.881.796.095,05 Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia dam diprodujsi (ekor) 14.041.433 13.922.842.583,03

luas areal hijauan pakan ternak berkualitas (ha) 816 luas areal hijauan pakan ternak berkualitas (ha) 883                    

3.27.02.1.05.0004  Pengendalian     Penyediaan     dan     Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan 
Pakan Ternak

Jumlah Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang Tersedia dan 
yang Diproduksi (Laporan)

                          7 
17.881.796.095,05 Jumlah Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang 

Tersedia dan yang Diproduksi (Laporan)
7                        13.922.842.583,03                               

Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan (Ton) 17.497.356.195 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan (Ton) 13.623.516.040
Kelapa Dalam: 214.792 Kelapa Dalam: 215.604
Cengkeh: 29.878 Cengkeh: 44.112

Kakao: 189.415 Kakao: 201.924

Pala: 1.494 Pala: 1.526
Kopi: 3.596 Kopi: 4.021
Kelapa Sawit: 144.398 Kelapa Sawit:

Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Luas Areal Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan (Ha) 72.858 17.497.356.195 Luas Areal Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan (Ha) 156.820 13.623.516.040

Pengawasan Mutu dan Peradaran Benih Tanaman Perkebunan Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang 
memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, 
waktu, tempat, dan harga (Laporan)

1
17.497.356.195 Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar 

yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, 
mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)

1                        13.623.516.039,61

3 27 03 1.01 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Pekebun Sawit yang mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) 
(Persen)

60% 355.669.423,00 Persentase Pekebun Sawit yang mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya 
(STDB) (Persen)

5.402.695.857,00                                 

3.27.03.1.01.0009 Penataan Prasaran Pertanian Jumlah Pekebun Sawit Rakyat yang Tervalidasi (Orang) 60 355.669.423,00 Jumlah Pekebun Sawit Rakyat yang Tervalidasi (Orang) 1.459.531.370,00

3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha) 100 355.669.423,15 Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha) 300.681.850,00

3.27.03.1.01.0019 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Penyediaan Prasarana Perkebunan (Persen) 45 1.726.445.009,00 Persentase Penyediaan Prasarana Perkebunan (Persen) 1.903.736.570,00

3.27.03.1.01.0020 Penataan Prasaran Pertanian Jumlah Kelompok Yang Terfasilitasi Prasarana Perkebunan (Kelompok) 4 1.726.445.009,00 Jumlah Kelompok Yang Terfasilitasi Prasarana Perkebunan (Kelompok) 1.738.746.067,00                                 

Kordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan) 4 1.726.445.009,00 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 
(Laporan)

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Luas Areal Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Persen) 78,22 9.983.355.921,62 Persentase Luas Areal Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Persen)

Pengawasan Peredara Sarana Pertanian Luas Areal Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Ha) 3.858 9.983.355.921,62 Luas Areal Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Ha)

Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung 
pertanian (Laporan)

4 9.983.355.921,62 Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung 
pertanian (Laporan)

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN 
MASYARAKAT VETERINER

Persentase Status Kesehatan Hewan (Persen) 98

1.050.879.570,70

Persentase Status Kesehatan Hewan (Persen) 98 818.219.308,55

3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah 
Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi

Prevalensi Penyakit Hewan Menular/Zoonosis (Persen) 2 1.050.879.570,70 Prevalensi Penyakit Hewan Menular/Zoonosis (Persen) 2 818.219.308,55

3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan 
zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

1 1.050.879.570,70 Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan 
menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

1 818.219.308,55

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN 
MASYARAKAT VETERINER

Persentase Unit Usaha yang Memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (Persen) Persentase Unit Usaha yang Memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (Persen) 87 767.414.843,63

3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas 
Daerah Provinsi

Jumlah Unit Usaha Produk Peternakan yang Dibina (Unit) 767.414.843,00 Jumlah Unit Usaha Produk Peternakan yang Dibina (Unit) 6 767.414.843,63

3.27.04.1.02.0004 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa 
Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM

Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 
(Laporan)

1 767.414.843,00 Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat 
Pemeriksan HPM (Laporan)

1 767.414.843,63

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan 
Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 
PERTANIAN

Persentase Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan (Persen) 100% 300.251.305,91 Persentase Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan 
(Persen)

100% 233.776.945,30

3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Jumlah Kelompok Yang Terfasilitasi Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman 
(OPT) Perkebunan (Kelompok)

28 300.251.305,91 Jumlah Kelompok Yang Terfasilitasi Penanganan Serangan Organisme Pengganggu 
Tanaman (OPT) Perkebunan (Kelompok)

32 233.776.945,30

3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, 
dan Perkebunan

Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, 
Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)

700 300.251.305,91 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, 
Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)

800 233.776.945,30                                    

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 
PERTANIAN

Persentase Usaha Perkebunan yang memenuhi standar usaha Perkebunan (Persen) 100% 225.188.479 Persentase Usaha Perkebunan yang memenuhi standar usaha Perkebunan (Persen) 100% 175.332.709

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Jumlah Usaha Perkebunan yang Dibina (Unit Usaha) 40 225.188.479 Jumlah Usaha Perkebunan yang Dibina (Unit Usaha) 50 175.332.709

3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, 
Hortikultura, dan Perkebunan

Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman 
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Ha)

100 225.188.479,44 Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha 
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Ha)

100 175.332.708,98                                    

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang Naik Kelas (Persen) 8,92 600.502.611,83 Persentase Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang Naik Kelas (Persen) 10,71 467.553.890,60                                    
3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Jumlah Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang sudah menerapkan teknologi (Kelompok) 16 600.502.611,83 Jumlah Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang sudah menerapkan teknologi 

(Kelompok)
18 467.553.890,60                                    

3.27.07.1.02.0002  Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok) 112 600.502.611,83 Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok) 112 467.553.890,60                                    

UPT PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN 858.020.302,00 931.625.724,00                                    

3.27.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Proteksi Tanaman Perkebunan (Indeks)

85,5
126.181.213,04 Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Proteksi Tanaman Perkebunan (Indeks) 86 98.245.229,77

3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai) 55,71 2.964.147,11 Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai) 65,71 2.307.897,56

3.27.01.1.06.0009  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 2.964.147,11 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 2.307.897,56

3 27 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai) 73 28.262.730,53                            Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai) 75 22.005.482,34

3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 28.262.730,53                            Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 22.005.482,34                                      

3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah 75 31.651.445,13 Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah 75 24.643.949,96
3.27.01.1.08.0004 Penyediaam Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1

31.651.445,13
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 24.643.949,96                                      

3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen) 100%                              63.302.890,27 Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen) 100$%                                       49.287.899,91 

3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit) 11 31.651.445,13 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit) 11 24.643.949,96

3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

68 31.651.445,13 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

68 24.643.949,96

3.27.05.1.01 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Persentase Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan pada 
Kelompok Terapan (Persen)

35 975.816.744,22 Persentase Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan 
pada Kelompok Terapan (Persen)

38 759.775.072,23

3.27.05.1.01.0001 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Jumlah Kelompok terapan Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 
Perkebunan (Kelompok)

24 525.439.785,35 Jumlah Kelompok terapan Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman 
(OPT) Perkebunan (Kelompok)

32 409.109.654,28

3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 
Perkebunan

Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang 
Ditangani

600 525.439.785,35 Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 
Perkebunan yang Ditangani

800 409.109.654,28                                    

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Jumlah Produksi Agen Pengendali Hayati (APH) (Liter) 12.000 450.376.958,87 Jumlah Produksi Agen Pengendali Hayati (APH) (Liter) 16000 350.665.417,95

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, 
dan Perkebunan

Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan 
perkebunan yang dikendalikan (Ha)

1.200 450.376.958,87 Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, 
dan perkebunan yang dikendalikan (Ha)

1600
350.665.417,95

UPTD PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN 2.434.513.039,79 1.895.522.219,31                                 
3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Indeks Kepuasan Masyarakat UPT PMSB Tanaman Perkebunan (Indeks) 85,5 407.816.724,88 Indeks Kepuasan Masyarakat UPT PMSB Tanaman Perkebunan (Indeks) 86                                     317.527.838,54 

3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)
55,71

60.553.290,95
Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai) 65,71 47.147.050,18                                      

3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 60.553.290,95 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 47.147.050,18                                      

3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai) 73 31.646.962,21 Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai) 75 24.640.459,54                                      

3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 24.640.459,00 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1
24.640.459,54

3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai) 75 52.134.846,67 Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai) 75 40.592.413,61                                      
3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 52.134.846,67 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1

40.592.413,61

3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen) 100% 263.481.625,05 Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen) 100% 205.147.915,21
3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit) 12 37.641.845,29 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit) 0

29.308.101,03

3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

40 225.839.779,76 Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

40 175.839.814,18                                    

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Benih Bersertifikat Yang Beredar (Persen) 87 2.026.696.314,92 Persentase Benih Bersertifikat Yang Beredar (Persen) 89 1.577.994.380,78

3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Jumlah Benih Tanaman Perkebunan Yang Tersertifikasi (Benih)

\

827.951 1.125.942.397,18 Jumlah Benih Tanaman Perkebunan Yang Tersertifikasi (Benih) 836.231

876.663.544,88
3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Jumlah Sertifikasi Benih (Sertifikat) 75 1.125.942.397,18 Jumlah Sertifikasi Benih (Sertifikat) 80

876.663.544,88

Pengawasan Mutu, Penyediaan , dan Peredaran Benih Tanaman Jumlah Produsen Benih Yang Mematuhi Standar Mutu Benih Tanaman Perkebunan (Produsen 
Benih)

41 900.753.917,74 Jumlah Produsen Benih Yang Mematuhi Standar Mutu Benih Tanaman Perkebunan 
(Produsen Benih)

43
701.330.835,90
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3.27.02.1.02.0020  Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang 
memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, 
jumlah, waktu, tempat, dan harga

4 900.753.917,74 Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan 
beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu 
tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga

4 701.330.835,90                                    

UPT. PEMBIBITAN TERNAK 2.875.544.398,94 2.238.911.113,52                                 
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Pembibitan Ternak (Indeks) 85,5 415.771.406,04 Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Pembibitan Ternak (Indeks) 86 323.721.387,16                                    
3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai) 55,71 27.719.885,10 Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai) 65,71 21.582.820,57                                      
3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD
1 27.719.885,10 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD
1 21.582.820,57                                      

3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai) 73 67.887.437,80 Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai) 75 52.857.448,14                                      

3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 1 67.887.437,80 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 1 52.857.448,14                                      

3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai) 75 136.138.538,61 Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai) 75 105.998.045,86                                    

3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 136.138.538,61                          Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 105.998.045,86                                    

3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen) 100% 184.025.544,54 Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen) 100% 143.283.072,59                                    

3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang dipelihara (Unit) 15 67.887.437,80 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang dipelihara (Unit) 15 52.857.448,14                                      

3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit) 50 116.138.106,74 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit) 50 90.425.624,44                                      

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Angka Kelahiran Ternak dari Teknologi Reproduksi UPT Pembibitan Ternak (Ekor) 700                      2.459.772.992,90 Angka Kelahiran Ternak dari Teknologi Reproduksi UPT Pembibitan Ternak (Ekor) 800                    1.915.189.726,36                                 
3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan 

Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 
Produksi Straw Semen Beku Ternak (Straw) 40.000 1.915.189.725,00 Produksi Straw Semen Beku Ternak (Straw) 45.000               1.519.550.144,45                                 

3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan 
Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan 
Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan
Kewenangan Provinsi

                          1 1.519.550.144,00 Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman 
Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan
Kewenangan Provinsi

1                        1.519.550.144,45                                 

Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan 
Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 

Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan Konsentrat (Kg) 145.880 508.139.504,46 Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan Konsentrat (Kg) 145.930 395.639.581,91

Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, 
Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan 
Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)

                          1 508.139.504,46 Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, 
Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)

1                        
395.639.581,91

UPT. VETERINER 2.437.562.108,34 1.897.896.237,07                                 
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Veteriner (Indeks) 85,5 245.727.575,17 Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Veteriner (Indeks) 86 191.324.536,370                                  
3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai) 55,71 33.875.966,96 Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai) 65,71 26.375.972,13                                      
3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi  dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 33.875.966,96 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 26.375.972,13                                      

3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai) 73 48.351.737,89 Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai) 75 37.646.869,01                                      

3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 33 48.351.737,89                            Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 33 37.646.869,01                                      

3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai) 75 82.174.965,62                            Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai) 75 63.981.778,15                                      

3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 82.174.965,62                            Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 63.981.778,15                                      

3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen) 100% 81.324.904,69 Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen) 100% 63.319.917,09                                      

3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 12 40.662.452,35 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 12 31.659.958,54                                      

3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan  Lainnya Jumlah Srana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

50 40.662.452,35 Jumlah Srana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

50 31.659.958,54                                      

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN 
MASYARAKAT VETERINER

Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Produk Hewan 
(SKPH) Yang Diterbitkan (Dokumen)

                      725 2.191.834.533,17 Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Produk 
Hewan (SKPH) Yang Diterbitkan (Dokumen)

770                    1.706.571.700,69                                 

3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas 
Daerah Provinsi

Jumlah Sampel Pangan Asal Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan 
(Sampel)

352 900.753.917,74                          Jumlah Sampel Pangan Asal Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu 
Pangan (Sampel)

362 701.330.835,90                                    

3.27.04.1.02.0006 Pengawasan Peredaran Produk Hewan Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan (Laporan) 4 900.753.917,74 Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan (Laporan) 1 701.330.835,90                                    

3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan 
Unit Usaha Produk Hewan

Jumlah Sampel Hewan Ternak sesuai Standar Hasil Uji (Sampel) 16010 1.291.080.615,43 Jumlah Sampel Hewan Ternak sesuai Standar Hasil Uji (Sampel)

17370

1.005.240.864,79

3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi 
(Unit)

1 1.291.080.615,43 Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis 
Sertifikasi (Unit)

1                        1.005.240.864,79

UPT. BALAI PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN 1.020.036.448,42 794.204.722,21                                    
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkenunan (Indeks) 85,5 179.332.791,86                          Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkenunan (Indeks) 86 139.629.275,37                                    
3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai) 55,71 33.926.634,12 Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai) 65,71

26.415.421,79
3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 33.926.634,12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1

26.415.421,79

3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai) 73 33.926.634,12 Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai) 75 26.415.421,79                                      

3.27.01.1.07.0006  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 33.926.634,12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1
26.415.421,79

3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah 75 28.302.732,74 Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah 75 22.036.628,23                                      

3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

1 28.302.732,74 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

1 22.036.628,23

3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen) 100% 83.176.790,89 Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen) 100% 64.761.803,56                                      

3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 7 41.588.395,44 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 7 35.158.703,29                                      

3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

34 41.588.395,44                            Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

34 35.158.703,29

3.27.02 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase Peningkatan Produksi Benih Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan Dinas (Persen) 40,75 840.703.656,56 Persentase Peningkatan Produksi Benih Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan Dinas 
(Persen)

11,67 654.575.446,84                                    

3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Produksi Benih Tanaman Rempah dan Semusim dari Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan 
Dinas (Benih) 

1.087.251 375.314.132,39 Produksi Benih Tanaman Rempah dan Semusim dari Kebun Sumber Benih (KSB) 
Kewenangan Dinas (Benih) 

1.195.976 292.221.181,63                                    
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3.27.02.1.02.0020 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang 
memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, 
jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)

4 375.314.132,39                          Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan 
beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu 
tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)

4

292.221.181,63                                    

Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Peredaran Benih Tanaman Produksi Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar dari Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan 
Dinas (Benih) 1.084.009

465.389.524,17 Produksi Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar dari Kebun Sumber Benih (KSB) 
Kewenangan Dinas (Benih) 

1.228.567

362.354.265,22

Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk Mata Tumbuh (Mata) 1.083.509 225.188.479,44                          Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk Mata Tumbuh (Mata) 1.227.567
175.332.708,98                                    

3.27.02.1.02.0012 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk Batang (Batang) 500 240.201.044,73 Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk Batang (Batang) 1000 187.021.556,24
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BAB V 
PENUTUP 

 

 Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2026 ini telah disusun berdasarkan Rencana Strategis 2025 - 2029, yang merupakan 

penjabaran Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi 

Tengah secara menyeluruh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Januari sampai 

dengan 31 Desember 2026, yaitu sebanyak 6 Program dan 16 Kegiatan serta 32 Sub Kegiatan 

yang merupakan implementasi dari Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. 

Dengan disusunnya dokumen Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 

Sulawesi Tengah ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan dapat lebih matang, 

sehingga dapat mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh program 

dan kegiatan, serta mampu memberi kontribusi positif terhadap capaian target pembangunan 

provinsi Sulawesi Tengah. 

Selanjutnya Renja Tahun 2026 ini juga merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 

Anggaran 2026, yang juga menjadi acuan kerja pada akhir periode RENSTRA dari semua 

bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan 

dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja 

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dan hasilnya diharapkan 

mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk 

mewujudkan good governance, khususnya di lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan 

Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini akan 

sangat menentukan pencapaian target kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 

Sulawesi Tengah dalam Renstra 2025-2029.  


